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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.05/2022 
TENTANG  

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA 
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN 

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.05/2022 

 

 

Pasal 1 

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 
Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan 
Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. 

 

Pasal 2 

Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas 
Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/atau Produk Turunannya yang selanjutnya disebut 
Tarif Pungutan. 

 

Pasal 3 

(1) Tarif pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai 
harga Crude Palm Oil (CPO).  

(2) Harga Crude Palm Oil (CPO) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada harga referensi 
yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. 

 

Pasal 4 

 (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
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(2) Terhadap barang ekspor berupa barang/ produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) 
dan/ atau produk turunannya dapat dikenakan pungutan yang mengacu pada Tarif Pungutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Barang ekspor berupa barang/ produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan/ atau 
produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:  

a. campuran dari 2 (dua) atau lebih Jen1s barang/ produk yang dikenakan pungutan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/ 
atau  

b. campuran dari jenis barang/ produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu_ran Menteri ini dengan jenis barang/ 
produk yang tidak dikenakan pungutan, dengan volume dan/atau berat komponen barang/produk yang 
dikenakan pungutan lebih besar dari komponen barang/ produk yang tidak dikenakan pungutan. 

 

Pasal 5 

(1) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
huruf a ditetapkan sebesar Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang/produk 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.  

(2) Tarif Pungutan terhadap barang/ produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
huruf b ditetapkan sebesar:  

a. Tarif Pungutan yang berlaku pencampur yang berasal dari dari komponen barang/produk 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini, apabila hanya terdapat 1 (satu) komponen pencampur yang berasal dari barang/ produk 
dimaksud; atau  

b. Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih 
komponen pencampur yang berasal dari barang/ produk dimaksud. 

 

Pasal 6 

Jumlah satuan barang/produk untuk penghitungan pungutan barang/produk campuran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 merupakan volume dan/ atau berat total barang/ produk campuran. 

 

Pasal 7 

(1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada:  
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a. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, 
Crude Palm Oil (CPO), dan/ atau turunannya;  

b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit; dan  

c. eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/ atau produk turunannya.  

(2) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikenakan kepada pelaku usaha dan 
eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang 
berlaku pada saat pembayaran.  

(3) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar 
pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, 
bea keluar, dan pajak penghasilan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama 
Badan 

 

Pasal 8 

(1) Terhadap pelaksanaan pengenaan Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan 
evaluasi setiap bulan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Layanan Umum Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.  

(2) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 
Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu 
terhadap Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.  

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesua1 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

(1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 
Keuangan dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak 
pengguna jasa yang dapat berupa pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan 
di bidang perkebunan kelapa sawit.  

(2) Tarif atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama 
antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 
Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa. 

 

Pasal 10 

(1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 
Keuangan dapat melakukan kerja sama operasional dan kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk 
meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit.  
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(2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan kerja sama manajemen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak lain. 

 

Pasal 11 

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 
pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama. 

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.05/2020 
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan 
Badan Layanan Kelapa Umum Sawit Badan Pengelola pada Kementerian Negara Republik Indonesia 
Tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022. 
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CATATAN 

 

PASAL II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022. 

 

 

PASAL II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022. 

 

 

PASAL II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan 
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 
Keuangan: 

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.05/2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan 
Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 
Keuangan: 

C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan 
Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian 
Keuangan: 
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LAMPIRAN I ***) 
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LAMPIRAN II 
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